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Abstrak
 

Dalam penyelesaian sengketa untuk para pihak yang telah membuat perjanjian memuat klausul arbitrase,

penyelesaian sengketanya akan melalui arbitrase, maka para pihak tidak diperkenankan melalui pnegadilan

karena sudah disepakati para pihak, yang dimana perjanjian itu mengikat bagi para pihak. Maka dalam

penelitian ini diajukan dua permasalahan pokok yaitu Apakah pada studi putusan no: 

681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL mengenai sengketa perjanjian arbitrase Rizal, Kaiser Renort, Edward Sahat

Simanungkulit, dan Lusiana Julia dengan PT. Pembangkit Listrik Negara di pengadilan dapat diselesaikan

menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS dan Bagaimana peranan lembaga arbitrase yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam penyelesaian sengketa yang ada di indonesia.

Penelitian ini secara yuridis normatif terhadap studi putusan nomor: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL.

Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan kesimpulan dilakukan berdasarkan

logika deduktif. Berdasarkan analisis terhadap studi putusan nomor: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL.

diketahui adanya perjanjian yang memuat klausul arbitrase yang dibuat oleh para pihak namun sengketa

tersebut diselesaikan melalui pengadilan dan kemudian pengadilan tetap menerima dan memutus sengketa

tersebut, walaupun perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu telah memuat klausul arbitrase.

......In dispute resolution for parties who have made an agreement containing an arbitration clause, the

dispute resolution will be through arbitration, so the parties are not permitted to go to court because it has

been agreed by the parties, where the agreement is binding on the parties. So in this research two main

problems are raised, namely whether in the study of decision no: 681/Pdt.G/2019/PN.JKT.SEL regarding the

arbitration agreement dispute between Rizal, Kaiser Renort, Edward Sahat Simanungkulit, and Lusiana Julia

with PT. State Electricity Generation in court can be resolved according to Law no. 30 of 1999 concerning

Arbitration and APS and what is the role of arbitration institutions regulated in Law Number 30 of 1999 in

resolving disputes in Indonesia. This research is juridically normative regarding the study of decision

number: 681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. Data processing is carried out qualitatively, while conclusions are

drawn based on deductive logic. Based on analysis of decision study number:

681/PDT.G/2019/PN.JKT.SEL. It is known that there is an agreement containing an arbitration clause made

by the parties, but the dispute was resolved through the court and then the court still accepted and decided

the dispute, even though the agreement made by the parties contained an arbitration clause.
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